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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR be TAHUN 2019 

TENTANG 

.PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN SERTA 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH :BARAtJ: .. :DAYA, 

Menimbang : a. bahwa untuk rnelaksanakart ketentuan Pasal 10 ayat (2). 

Mengingat 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasionallndonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan, perlu diatur teknis pelaksanaannya dengan 
Peraturan Bupati; 

b. bahwa untuk melaksanaka,n ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai 
Negen Sipit P:rajunt Tentara. Na.s.km~l lndones.ia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan 
Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 35 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, 
Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima 
Pensiun Atau Tunjangan, perlu diatur teknis pelaksanaannya 
dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari 
Raya dan Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Bupati, W akil Bupati dan Pimpinan serta 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat 
Daya; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 41 79); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 



Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In_<:lonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomoi 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Repu blik Indonesia, Pejabat Negara, Dan 
Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 "'rahtin"" 2016 ten tang Pemberian Gaji, 
Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima 
Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6348); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
I.ndone.:;;i~ T~hlJn 2Ql9 Norn.qr 42, Tam"Qfthan Lemo~ran Ne.g~r.fl 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian 
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6349); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pe:rigelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir "dengan Peraturan ·Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

: 
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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.OS/2016 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaah Pemberian Gaji, Pensiun, Atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau 
Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 57 /PMK.OS/2019 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.OS/2016 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, 
Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau 
Tunjangan; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.OS/2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaart Pemberian Tunjangan Hari Raya 
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara R~ublik Indonesia, Pejabat Negara, 
Penerima Perisiun, Dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dati Belanja Negara; 

14. Qanun Kabupaten Aceh Barrat Daya Nomor 8 Tahun 2016 
t-entang Susunan Organisasi dan Tara Ketja Perangk-at 
Kabupaten Aceh Barat Daya \(~mbaran Kabupaten Aceh Barat 
Daya Tahun 2016 Nomor 8,'·,Tambahan Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
Nomor 8 Tahun 2016 tenta:hg Susunan Organisasi dan Tata 
Ke:rja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 
DAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPlL, BUPATl, WAKIL BUPATI DAN 
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

''-~ KABUPATEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh - .......... . 

Barat Daya sebagai U),'lsur penyelenggara Pemerintah 
Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan 
Satuan Kerja Pefangk.ftt Kaq~pateri (SKPK}. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh B~arat Daya. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya. 
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

(DPRK) adalah Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Barat Daya. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

' I 
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7. Satuan Keija Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat 
SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis 
Daerah dan Lembaga Daerah. 

8. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK 
adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat 
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) - .... , ... 
Aceh Barat Daya. : · ;L ' 

11. Surat Perintah Penpairatf· Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D adalah surat p:erint~ yang diterbitkan oleh BKK selaku 
Bendahara Umum DaerahJ untuk pelaksanaan pengeluaran 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
(APBK) berdasarkan SPM. 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU 

TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 
Tunjang~ Hari Raya 

Pasal2 

(1) PNS, Bupati, Wakil Bupati :dan Pimpinan serta Anggota DPRK 
diberikan Tunjangan Hari Raya. 

(2) PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: 
a. PNS yang ditugaskan pacta kementerianjlembaga 

pemerintah pusat;. · 
b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat 

menjadi komision~r atau anggota lembaga nonstruktural; 
c. PNS penerima uang tunggu; dan 
d. Calon PNS. i · 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS 
yang sedang menjala.ni cu;ti diluar tanggungan negara atau 
yang ditugaskan diluar i:hstansi pemerintah yang gajinya 
dibayar oleh instansi tempat penugasannya. 

Pasal3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan 
Pimpinan serta Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 
2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 :(satu) bulan pada · 2 (dua) bulan 
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pacta ayat 
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya 
diterima karena berubah1riya penghasilan, kepada yang 
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan 
Hari Raya. ! 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 
bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota 
DPRK meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan 
Jabatan atau Tunjangan Umum. 

(4) Penghasilan Pimpinan serta Anggota DPRK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Tunjangan 

~"· 
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Komunikasi Intensif, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan 
Transportasi. 

(5) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau 
tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan 
jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan mengenai gaji. 

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri dari : 
a. tunjangan jabatan struktural; 
b. tunjangan jabatan fungsional; dan 
c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. 

(7) Tunjangan yang dipersarp.flkan dengan tunjangan jabatan 
sebagaimana dimaksud ;pada ayat (6) huruf c adalah 
tunjangan tenaga kependidikan. 

(8) Besaran penghasilan seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk jenis turijangan bahaya, tunjangan resiko, 
tunjangan pengamanan, i; tunjangan profesi guru a tau 
tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 
kehormatan, tambahan p¢jl'lghasilan bagi guru PNS, insentif 
khusus, tunjangan selisih p(mghasilan, tunjangan 
penghid u pan luar negeri,; , dan tunjangan lain yang sejenis 
dengan tunjangan kompenSa.si atau tunjangan bahaya serta 
tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan df}n . penghasilan lain diluar 
Sebagaimana dimaksJ;.d ~~ ayat (3). 

(9) Jenis-jen~s tunjangap seb~aimana dimaksutl pada ayat (8) 
antara lam : . 
a. tunjangan profesi:guru dan dosen, tunjangan khusus guru 

dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor; 
b. tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan 
c. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, 

tunjangan jabatan atau tunjangan urn urn. 
(10)Penghasilan sebagaimana ,dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan potongan iutan danjatau potongan lain 
berdas.arkan ketentuan petaturan perundang-undangan. 

( 11) Potongan lain berdasarkan keten tuan peraturan perundang
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah 
potongan lain selain potongan pajak penghasilan. 

(12)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan 
p~j~k. P~ngh~~HI:l:n §~§lJ?:i ~~teptlJ~P:1 peraturan peru11.dang
undangan dan ditanggung pemerintah. 

Pasal4 

(1} Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta 
Anggota DPRK menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari 
Raya diberikan salah ·satu yang jumlahnya lebih besar. 

(2) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta 
Anggota DPRK menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari 
Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang 
dan wajib mengembalikan kepada kas daerah. 

;I 

Pasal5 

(1) Penerima gaji terusan dari PNS, Bupati, Wakil Bupati dan 
Pimpinan serta Anggota DPRK yang meninggal dunia atau 
tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar 
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 1 (satu) bulan 
pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. 

:-1 
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(2) Penerima gaji dari PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan 
serta Anggota DPRK yang dinyatakan hilang diberikan 
Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan pada 1 (satu) 
bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. 

(3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi PNS, 
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK 
bekerja. 

Pasal6 

Terhadap Tunjangan · Hari I Raya 
sebagaimana mestinya.: 1; 

dilakukan pembulatan 

Ba~Kedua 
Gaji atau Turljangan Ketiga Belas 

Pasal 7 

(1) PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK 
diberikan Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas. 

(2) PNS, sebagaimana dimaks~d pada ayat (1) termasuk: 
a. PNS yang ditugaskan pada kementerian/lembaga 

pemerintah pusat; 
b. PNS yang diberhentiJ4~n sementara karena diangkat 

menjadi komisioner atat)! anggota lembaga nonstruktural; 
c. PNS penerima uang tunggu; dan 
d. Calon PNS. . 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
PNS yang sedang menjalapi cuti diluar tanggungan negara 
atau yang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya 
dibayar oleh instansi temp~.t penugasannya. 

i 

Pfisal8 
1 

(1) Gaji atau tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Bupati, Wakil 
Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal j 7 ayat (1) diberikan sebesar 
penghasilan pada bulan Juni. 

(2) Dalam hal penghasilan··~tpada bulan Juqi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) belum · dibayarkan sebesar penghasilan 
yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan 
penghasilan ketiga belas. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 
bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota 
DPRK meliputi Gaji Pokok; Tunjangan Keluarga, Tunjangan 
Jabatan atau Tunjangan Umum. 

(4) Penghasilan Pimpinan s~rta Anggota DPRK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Tunjangan 
Komunikasi lntensif,, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan 
Transportasi. : : 1! 

(5) Gaji pokok, tunjangan kelu'-rga, dan tunjangan jabatan atau 
tunjangan umum sebagaifuana aimak.Sud pada ayat (3) huruf 
a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan 
jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang:..undangan tentang gaji. 

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a terdiri atas: 
a. tunjangan jabatan struktural; 
b. tunjangan jabatan fungsional; dan/ atau 

... 
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c. tunjangan yang dipersatnakan dengan tunjanganjabatan. 
(7) Tunjangan yang diper~akan dengan tupjangan jabatan 

sebagaimana dimaksud paUa ayat (6) huruf c bagi PNS adalah 
Tunjangan Tenaga Kependidikan. 

(8) Besaran penghasil~ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tid~ termasuk jen~~ turuangan baha_yE\, tunjangan re~iko, 
tunjangan pengamanan, tunjangan profesi guru atau 
tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 
kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif 
khusus, tunjangan selisi4: penghasilan, dan tunjangan lain 
yang sejenis dengan tu:qj~gan kompensasi atau tunjangan 
bahaya serta tunjangan a~u insentif yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan atau peraturan internal 
kementerianjlembaga d~n penghasilan lain di luar 
sebagaimana dimaksud paqla ayat (3). . 

(9) Jenis,jenis tunjangan s:eb#.gaimana dimaksud pada ayat (8) 
an tara lain : ' · 
a. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjariga khusus guru 

dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor; 
b. tambahan penghasiian hagi guru PNS; dan 
c. penghasilart lain di hiar gaji p:okok, tunjangan keluarga, 

tunjangan jabatan atau: tunjangan umum, dan tunjangan 
kinerja. ·· 

( 1 0) Penghasilan sebagaimana 1 dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan potonglpl i4iran dan/ a tau • potongan lain 
berdasarkan peraturan perundang-Uhdangan. 

(11) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud p~a ayat (10) adalah potongan lain 
~~l~n gqtqng@ p,@.j~ g~ngn~~il@; 

( 12) Penghasilan sebagaimana qimaksud pada ayat (3) dikenakan 
pajak: penghasilan ! sesuai de:Rgan k.etentuan peraturan 
perundang-undangab dan qitanggung pemerintah. 

i' 
Pasal9 

(1) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati dart Pimpinan serta 
Anggota DPRK menerima lebih dari satu penghasilan 
seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 8, gaji atati tunjangan 
ketiga belas diberikan salah satu yangjumlahnya lebih besar. 

(2) Apabila PNS, Bupati, W~il Bupati dan Pimpinan serta 
Anggota DPRK menerima lebih dari satu jenis penghasilan, 
kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib 
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

I 

Pasal10 

(1) Penerima gaji terusan dari PNS, Bupati, Wakil Bupati dan 
Pimpinan serta Anggota DPRK yang menirtggal dunia atau 
tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji 
terusan yang diterima pada bulan Juni. 

(2) Penerima gaji ~a!"( PNS, B~pati, W~l Bupati dan Pimpinan 
serta Anggota E>PRK yang

1
dinyatakan hilang diberikan gaji 

keti~a belas sebesar""'pen~~lsilan yang diterima pada bulan 
Jun1. 1 .;, 

i 

if\ 

PaSa.I11 
I 

Pajak penghasilan atasi gaji atau tunjangan ketiga belas bagi 
PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK 
ditanggung Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 

!!': 
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··'-· 

Pasal12 
I I 

Terhadap gaji atau tunjangan ~etiga belas dilakukan pembulatan 
sebagaimana mestinya 

B~BIII 
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI ATAU 

TUNJANGAN, KETIGA BELAS 

:Bagiah Kesatu 
Tunjangan Hari Raya 

Pa~ 13 
li 
II 

{1) Tunjangan Hari Raya unt~·. PNS, Bupati, Wakil Bupati dan 
Pimpinan serta Anggt>ta 1:1 .. K dibayarkan paling cepat 10 
(sepuluh) hari keija sebelu ~tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari *aya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) bel urn dapat 'dibayalrkan, Tunjangan Hari Ray a dapat 
dib:ayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

; . ' 
. I 

Pa~al 14 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 eyat (1) dibebankan :nada Anaaaran Pendapatan dan , ....... _., ... ~ ~-· '· ...... - .. .. .. ...... , ... _ .. _., ....... -.~-~·· 11~-"-"'' • ""=-·--· ·---- -· ...... ··'·' -··"'-·--'". ····--·· .. 
Belanja Kabupaten (APBK). I' 

Pasal15 

(1) Tunjang_an Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat ( 1) diajukan dengan SPM kepada BKK yang 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPK. · 

(2) SPM Tunjangan Hari' Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuat dengan menggunakan jenis SPM THR Gaji untuk 
pembayarah gaji pokok, 'tunjangan keluarga, tunjangan 
jabata.ti atau tun)angi:Ul umum. - -- ·-· - ·--

(3) SPM Tunjangan Hari :Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari 
SPM gaji bulanan. 

(4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk 
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan 
pembayaran TunjangE).n Hari Raya. 

J: ,. 
Pasal16 

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS 
yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum 
dibayarkan. 

: BagiaP. Kedua 
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas 

PaJai 17 
I 

(1) Pemberian Gaji atau Tunjkgan Ketiga Belas sebagaimana 
d.im~J~~lJ.d d~am :P~~w. 7 ~yat (l) di~yw.~an pad~ blJ.~~n, JwnL 

(2) Dalam hal pemberian gaji a;tau tunjangan ketiga belas belum 
clapat dihayark:an sehagaiin~a clitetapkan pada ayat ( 1) dan 
ayat (2), pembayaran dap:a_t dilakukan pada bulan-bulan 
berikutnya. j· 

II 
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Pasal18 

Pembayaran gaji atau tunj~ngan Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ay~it (1) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabtipaten (APBK). 

BABIV 
PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 19 

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang:-undangan. , 1 

f!AB V 
KETENT~AN PENUTUP 

l 
Pasal20 

Peraturan Bupati ini mulai ber~u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang :rriengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini

1

• dengan penempatannya dalam 
Berita Kabupaten Aceh Barat 9aya. 

q 
II 

Ditetapk~ .di Blangpidie 
padatan~Zt MoT)· 2019M 

. 1'1 17~~ 1440 H 

•. ~~f>ATIACE~A, ~ 
I'. ~ 

AKMAL IBRAHIM 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal .2,'2., Me;~ 2019 M ·. 

17 \4w~ 1440 H. 
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